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The impact of climate change in Indonesia is projected to erode Gross Domestic Product (GDP)
by 4,4% by 2050. The marine and coastal sector accounts for the largest share of these losses, at
74,8%, equivalent to IDR 407,81 trillion. The Government has responded through the Climate-
Resilience Development (CRD) policy, set out in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia
Number 18 0f 2020 about Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—
2024. This regulation mandates a reduction in potential economic losses from climate hazards in the
marine and coastal sector, targeting 0,732% of GDP. However, by the end of the period, the realized
reduction reached only 0,338% of GDP, equivalent to 46,22% of the target. This wide gap is reflected
in the slowing growth of potential GDP-loss reduction.

This policy paper identifies the underlying causes of this gap through a qualitative approach
using the Adaptive Governance Framework (AGF). The method draws on in-depth interviews with
21 cross-sectoral informants and a desk study, with the research locus in Pekalongan City and
Regency, Central Java Province, both designated as "Top Priority" CRD areas. Five root causes were
identified: weak control mechanisms for CRD policy; unclear metadata and technical measurement
methodology; a broken chain of regulation, authority, and literacy regarding CRD at the local level;
weak collaboration with and institutionalization of Non-Government Actor (NGA) programs; and the
failure to develop community economies alongside infrastructure maladaptation.

To address these problems, four policy alternatives were formulated and assessed using the
Analytical Hierarchy Process (AHP), based on criteria of technical, economic, political, and
administrative feasibility. Community-Based Adaptive Partnership, the fourth alternative (A4),
obtained the highest weight (54,6%). This high weight for A4 does not stand alone, however; it
incorporates elements of the third alternative (A3) as its underlying foundation. CRD Governance
Reform (A3) obtained a weight of 30,7%, Incremental Technical Improvement (A2) obtained 10,4%,
and the Status Quo (A1) obtained 4,3%.

This policy paper recommends CRD Governance Reform (A3) as the primary foundation,
reinforced by Technical Improvement (A2), before being selectively and gradually integrated with
Community-Based Adaptive Partnership (A4). A4 and A3 are not recommended for simultaneous
implementation, as doing so risks generating excessive bureaucratic burden that could undermine
implementation effectiveness. The recommendation is therefore designed in three phases: Phase I
(Years 0-2) builds institutional and governance foundations; Phase II (Years 3-4) strengthens
capacity and integration; and Phase III (Years 5—6) expands reach and institutionalizes learning.
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Dampak perubahan iklim di Indonesia diproyeksikan menggerus Produk Domestik Bruto
(PDB) sebesar 4,4% pada tahun 2050. Sektor kelautan dan pesisir menjadi pusat kerugian dengan
dominasi 74,8% atau setara 407,81 Triliun Rupiah. Pemerintah telah merespons melalui kebijakan
Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024. Di dalamnya, terdapat mandat penurunan potensi kerugian ekonomi
akibat bahaya iklim pada sektor kelautan dan pesisir dengan target sebesar 0,732% dari PDB. Namun,
realisasi hingga akhir periode hanya tercapai 0,338% PDB, setara 46,22% dari target. Kesenjangan
yang lebar itu terlihat dari melambatnya pertumbuhan pengurangan potensi kehilangan PDB.

Naskah kebijakan ini mengidentifikasi masalah kesenjangan melalui metode kualitatif dengan
kerangka Adaptive Governance Framework (AGF). Metode ini didukung wawancara 21 informan
lintas sektor dan desk study dengan lokus penelitian di Kota dan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa
Tengah sebagai daerah berstatus “Top Prioritas” PBI. Terdapat lima akar masalah teridentifikasi, yaitu
lemahnya mekanisme pengendalian kebijakan PBI, kurang jelasnya metadata dan metodologi
pengukuran teknis, terputusnya rantai regulasi-kewenangan-literasi PBI di daerah, lemahnya
kolaborasi dan pelembagaan program Aktor Non Pemerintah (ANP), serta luputnya pengembangan
ekonomi masyarakat dan maladaptasi infrastruktur.

Dalam rangka menjawab masalah tersebut, disusun empat alternatif kebijakan yang dinilai
menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Penilaiannya didasarkan atas kriteria
kelayakan teknis, ekonomi, politik, dan administratif. Kemitraan Adaptif berbasis Komunitas sebagai
alternatif keempat (A4) meraih bobot tertinggi (54,6%). Tingginya bobot A4 tidak berdiri sendiri,
tetapi ada kombinasi komponen alternatif ketiga (A3) sebagai fondasi di dalamnya. Adapun
Reformasi Tata Kelola PBI (A3) meraih bobot 30,7%. Perbaikan Aspek Teknis secara Inkremental
(A2) memperoleh 10,4% dan Status Quo (A1) sebesar 4,3%.

Naskah kebijakan ini merekomendasikan Reformasi Tata Kelola PBI (A3) sebagai fondasi
utama yang diperkuat dengan Perbaikan Aspek Teknis (A2). Kemudian diintegrasikan secara selektif
dan bertahap dengan Kemitraan Adaptif berbasis Komunitas (A4). A4 dan A3 tidak
direkomendasikan secara simultan karena berisiko memicu beban birokrasi berlebihan. Situasi itu
dapat melumpuhkan efektivitas implementasi. Jadi, rekomendasi ini dirancang melalui tiga fase. Fase
I (0-2 tahun) membangun fondasi kelembagaan dan tata kelola. Fase II (3-4 tahun) menguatkan
kapasitas dan integrasi. Fase III (5-6 tahun) memperluas jangkauan dan melembagakan pembelajaran.
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